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MATRIKS PERBANDINGAN 

  

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS 

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR 

DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 

 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 

51 Tahun 2022 

Tentang 

Standar Harga Satuan Dan Analisis 

Standar Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 2023 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 

100 Tahun 2022 

Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 Tahun 2022 

Tentang Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten Semarang 

Tahun 2023  

Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 50 Tahun 2023 

Tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 51 

Tahun 2022 Tentang Standar 

Harga Satuan Dan Analisis 

Standar Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023 

Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 69 Tahun 2023 

Tentang 

Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Nomor 51 

Tahun 2022 Tentang Standar 

Harga Satuan Dan Analisis 

Standar Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN 

YANG MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN 

YANG MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT 

TUHAN YANG MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT 

TUHAN YANG MAHA 

ESA 

BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka tertib 

administrasi serta efisiensi 

penggunaan anggaran yang 

dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2023, perlu 

menetapkan Standar Harga 

Menimbang: 

a. bahwa berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 

215/PMK.07/2021 tentang 

Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana bagi hasil Cukai 

Hasil Tembakau dan Surat 

Menteri Keuangan Republik 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka tertib 

administrasi serta efisiensi 

penggunaan anggaran yang 

dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 

Anggaran 2023, telah 

Menimbang: 

a. bahwa berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan 

Regional sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 

53 Tahun 2023 tentang 
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Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan 

Pasal 48 ayat (4) Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Semarang, standar 

harga satuan dan analisis standar 

belanja ditetapkan oleh Bupati;  

c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar 

Harga Satuan dan Analisis 

Standar Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023; 

Indonesia Nomor S-

173/PK/2022 tentang 

Penyampaian Rincian Alokasi 

Transfer ke Daerah Tahun 

Anggaran 2023, perlu mengatur 

Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja yang 

belum diatur standarisasinya di 

dalam Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

b. bahwa Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Standar Harga 

Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023, perlu 

untuk dilakukan penyesuaian 

dengan perkembangan yang ada 

sehingga perlu untuk diganti; 

c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 Tentang Standar 

Harga Satuan Dan Analisis 

Standar Belanja Pemerintah 

ditetapkan Standar Harga 

Satuan Dan Analisis 

Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati 

Nomor 100 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

b. bahwa berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 42 

Tahun 2022 tentang 

Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik Bidang 

Kesehatan Tahun 

Anggaran 2023 dan 

Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 

2020 Tentang Standar 

Harga Satuan Regional 

dan Surat Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Kesehatan Nomor 

PR.01.06/A/44079/2023 

tentang Relokasi 

Anggaran Kartrid TCM 

bersumber DAK Non 

Fisik Tahun Anggaran 

2023, perlu mengatur 

Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

yang belum diatur 

standarisasinya di dalam 

Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

b. bahwa dengan adanya 

beberapa Analisis Standar 

Belanja dan Harga Satuan 

yang belum diatur 

standarisasinya, perlu 

meninjau kembali 

Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 
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Kabupaten Semarang Tahun 

2023; 

Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan 

Nomor PER-22/PB/2013 

tentang Ketentuan Lebih 

Lanjut Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, 

Dan Pegawai Tidak Tetap, 

perlu mengatur Standar 

Harga Satuan dan Analisis 

Standar Belanja yang 

belum diatur 

standarisasinya di dalam 

Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

c. bahwa dengan adanya 

beberapa Analisis Standar 

Belanja dan Harga Satuan 

yang belum diatur 

standarisasinya, perlu 

meninjau kembali 

Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

sebagaimana telah diubah 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 50 

Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 

51 Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Nomor 

51 Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 
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dengan Peraturan Bupati 

Nomor 100 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

d. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan 

huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 

51 Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42),  

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 67 

Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-Batas Wilayah Kotapraja 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–

daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 

67 Tahun 1958 tentang 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–

daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi 

Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 

67 Tahun 1958 tentang 
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2. Undang-Undang Nomor 67 

Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-Batas Wilayah Kotapraja 

Salatiga Dan Daerah Swatantra 

Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

1652) 

3. Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara 

Salatiga Dan Daerah Swatantra 

Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

1652); 

3. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) Sebagaimana 

Telah Diubah Beberapa Kali 

Terakhir Dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

6856);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Perubahan Batas–batas 

Wilayah Kotapraja 

Salatiga Dan Daerah 

Swatantra Tingkat II 

Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja menjadi 

UndangUndang 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, 

Perubahan Batas–batas 

Wilayah Kotapraja 

Salatiga Dan Daerah 

Swatantra Tingkat II 

Semarang (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 

Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir 

dengan UndangUndang 

Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Karya 

menjadi UndangUndang 

)Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 
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Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1992 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Salatiga dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 

33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 

5. Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, 

2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara/Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik 
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Republik Indonesia 1992 Nomor 

114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) 

Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

57); 

8. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 678); 

9. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1513); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah (Berita 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan 

Regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57) 

8. Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang 

tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 Tentang 

Negara/Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan 

Regional (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 

Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 

53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 

2020 Tentang Standar 

Harga satuan Regional 

(Lembaran Negara 
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Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 

6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang tentang 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 33) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2017 Nomor 4), Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2020 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

14. Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 51 Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2022 Nomor 51); 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, 

dan Pegawai Tidak tetap 

(Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 

Nomor 678); 

10. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang 

Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang 

Nomor 4 Tahun 2017 

Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 

8. Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 

Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 Tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas 

Dalam Negeri Bagi 

Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri, dan Pegawai 

Tidak tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 678); 

10. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang 
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13. Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

57); 

14. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 678); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi 

Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2083 ); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang 

Tahun 2017 Nomor 4) 

Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang 

Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang 

Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

14. Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2022 

Nomor 51) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 

100 Tahun 2022 tentang 

Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2083); 

11. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang tentang 

Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

83/PMK.02/2022 tentang 

Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2023 

(Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 

Nomor 494); 

13. Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang 

Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang 

Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 
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2017 Nomor 4), Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2020 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 

51 Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2022 

Nomor 100); 

14. Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 tentang 

Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2022 

Nomor 51) sebagaimana 

telah diubah dengan 

Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 50 

Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 Tentang 

Standar Harga Satuan Dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

Nomor 50); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN 

BUPATI TENTANG 

STANDAR HARGA 

SATUAN DAN 

ANALISIS 

STANDAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN 

BUPATI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN 

BUPATI 

SEMARANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN 

BUPATI 

TENTANG 

PERUBAHAN 

KEDUA ATAS 

PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN 

BUPATI 

TENTANG 

PERUBAHAN 

KETIGA ATAS 

PERATURAN 
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BELANJA 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

SEMARANG 

TAHUN 2023. 

NOMOR 51 TAHUN 

2022 TENTANG 

STANDAR HARGA 

SATUAN DAN 

ANALISIS 

STANDAR 

BELANJA 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

SEMARANG TAHUN 

2023. 

BUPATI NOMOR 

51 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR 

HARGA SATUAN 

DAN ANALISIS 

STANDAR 

BELANJA 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

SEMARANG 

TAHUN 2023. 

BUPATI 

NOMOR 51 

TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR 

HARGA 

SATUAN DAN 

ANALISIS 

STANDAR 

BELANJA 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

SEMARANG 

TAHUN 2023. 

Pasal 1 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini 

ditetapkan Standar Harga Satuan 

dan Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023. 

(2) Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. Standar Harga Satuan terdiri 

dari: 

1. Standar Biaya Umum;  

2. Standar Satuan Harga; 

dan  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Standar Harga Satuan 

Dan Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten Semarang 

Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2022 

Nomor 51) diubah sebagai berikut: 

 

Pasal I 

Ketentuan angka 4, angka 28, 

angka 30, angka 33, angka 42, 

angka 44, angka 60, angka 61, 

angka 63 dan huruf I pada 

Penjelasan Khusus Standar 

Biaya Umum huruf A, angka 

12, angka 15, angka 17, angka 

92, angka 96, dan angka 187 

huruf B dan angka 2 huruf C 

Lampiran I Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Standar Harga 

Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2022 Nomor 51) 

Pasal I 

Ketentuan angka 44.4 

mengenai Makanan dan 

Minuman pada Fasilitas 

Pelayanan Urusan Kesehatan 

Lampiran I Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Standar Harga 

Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2022 Nomor 51) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 50 

Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas 
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3. Harga Satuan Pokok 

Kegiatan; 

b. Analisis Standar Belanja; 

dengan uraian sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati 

Nomor 100 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 51 Tahun 2022 

Tentang Standar Harga Satuan 

Dan Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2022 Nomor 100) 

diubah, sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 51 Tahun 2022 

Tentang Standar Harga 

Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023 Nomor 50) ditambah, 

dan huruf G dan huruf H pada 

Penjelasan Khusus Standar 

Biaya Umum diubah, 

sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan dan 

Analisis Standar Belanja 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 merupakan pedoman 

harga tertinggi sebagai acuan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dan Desa se-Kabupaten 

Semarang dalam menyusun 

perencanaan anggaran tahun 

2023 yang dibiayai oleh 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten 

Semarang serta Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Desa di 

Kabupaten Semarang. 

(2) Dalam hal Standar Harga Satuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) huruf a berfungsi 

sebagai estimasi dalam 

penyusunan perencanaan 

anggaran, dicantumkan 

penjelasan secara khusus 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Standarisasi biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sudah 

termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Pasal 3 

Standarisasi biaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

dalam pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran didasarkan atas biaya riil. 

   

Pasal 4 

(1) Apabila terdapat barang/jasa 

yang harganya lebih tinggi 

dan/atau belum tercantum dalam 

standarisasi biaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, maka 

dalam menyusun Rencana 

Kegiatan dan Anggaran harus 
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melampirkan hasil survey harga 

barang/jasa. 

(2) Hasil survey sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

ditandatangani oleh Pimpinan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Semarang yang 

bersangkutan. 

(3) Pelaksanaan kegiatan dan 

anggaran untuk barang/jasa yang 

harganya lebih tinggi dan/atau 

belum tercantum dalam 

standarisasi biaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme pengelolaan 

keuangan Daerah. 

Pasal 5 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

yang telah tercantum dalam e-

catalogue dapat berpedoman pada 

patokan harga, jenis, dan spesifikasi 

yang sudah tersedia dalam daftar e-

catalogue Portal Nasional yang 

dikeluarkan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dibuktikan dengan print 

out harga yang berlaku pada saat 

proses pengadaan. 

   

Pasal 6    
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Apabila dalam anggaran berjalan 

terdapat kenaikan harga yang 

melebihi harga tertinggi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dan Pasal 4 sebagai akibat fluktuasi 

mata uang rupiah yang berdampak 

nasional, akan dilakukan perubahan 

terhadap Peraturan Bupati ini. 

 1. Ketentuan angka 1, angka 4, 

angka 5, angka 6, angka 9, angka 

10, angka 11, angka 15, 

angka18, angka 28, angka 29, 

angka 30, angka 32, angka 33, 

angka 37, angka 38, angka 39, 

angka 42, angka 44, angka 46, 

angka 48, angka 56, angka 60, 

angka 61 dan angka 63 huruf A 

dan angka 2, angka 5, angka 8, 

angka 9, angka 12, angka 16, 

angka 20, angka 21, angka 22, 

angka 23, angka 24, angka 41, 

angka 46, angka 47, angka 48, 

angka 50, angka 55, angka 69, 

angka 73, angka 75, angka 77, 

angka 78, angka 79, angka 80, 

angka 85, angka 86, angka 87, 

angka 92, angka 95, angka 96, 

angka 98, angka 105, angka 111, 

angka 119, angka 121, angka 

140, angka 144, angka 146, 

angka 156 dan angka 158 huruf 

B Lampiran I Peraturan Bupati 
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Semarang Nomor 51 Tahun 

2022 tentang Standar Harga 

Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah Kabupaten 

Semarang Tahun 2023 diubah 

dan disisipkan angka 28a pada 

huruf A dan angka 24a pada 

huruf B sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 2. Ketentuan angka 1, angka 5, 

angka 7, angka 10, angka 12, dan 

angka 20 huruf A dan angka 1 

huruf B Lampiran II Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 51 

Tahun 2022 tentang Standar 

Harga Satuan Dan Analisis 

Standar Belanja Pemerintah 

Kabupaten Semarang Tahun 

2023 diubah dan ditambahkan 

angka 25 dan angka 26 pada 

Huruf A sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

  

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 

pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 

pada tanggal diundangkan. 

Pasal II Pasal II 
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Peraturan Bupati ini mulai 

berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Peraturan Bupati ini mulai 

berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Semarang. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam berita dearah 

Kabupaten Semarang. 

Agar setiap orang 

mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam berita 

dearah Kabupaten Semarang. 

Agar setiap orang 

mengetahuinya, 

memerintahkan 

pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan 

penempatannya dalam berita 

dearah Kabupaten Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 28 Juni 2022 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 28 Oktober 2022 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 24 Juli 2023 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 9 November  

2023 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada Tanggal 28 Juni 2022 

Ditetapkan Di Ungaran 

Pada Tanggal 28 Oktober 2022 

Ditetapkan Di Ungaran 

Pada Tanggal 24 Juli 2023 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada tanggal 10 November 

2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN 

SEMARANG, 

ttd. 

DJAROT SUPRIYOTO 

Berita Daerah Kabupaten Semarang  

Tahun 2022 Nomor 53 

Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2022 Nomor 102 

Berita Daerah Kabupaten 

Semarang  

Tahun 2023 Nomor 50 

Berita Daerah Kabupaten 

Semarang  

Tahun 2023 Nomor 69 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 


